PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/PMK.02/2010
TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN

Menimbang :

Mengingat

OLEH PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pensiun Yyang
kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero), perlu dialokasikan

dana belanja pensiun dan biaya cetak dapem melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara

perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
APBN vyang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali tata cara
perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) yang
sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 130/PMK.02/2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban
Dana APBN Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun,
Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun
kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak
Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2863);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.03/1989 tentang
Penugasan Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia untuk Menyelenggarakan Pembayaran
Pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai
Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan-Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2007 tentang
Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Departemen
Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Bertugas Melakukan
Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat Yang Melakukan Tindakan
Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Departemen
Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.01/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi
dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA
DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang bersumber dari APBN yang
digunakan untuk membayar pensiun Prajurit TNI, Anggota POLRI
dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang pensiun setelah
tanggal 1 April 1989.

2. Biaya Cetak Dapem adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan untuk membayar penggantian biaya pembuatan aplikasi,
pencetakan, pengiriman Dapem dan biaya lainnya sehubungan
dengan pelaksanaan pembayaran pensiun Kketigabelas oleh
PT ASABRI (Persero).

3. Potongan Alimentasi adalah potongan pensiun dalam rangka
pemberian nafkah kepada anak atau mantan istri penerima pensiun
yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

4. Jumlah Bruto adalah jumlah dari pensiun pokok, tunjangan-tunjangan

dan pembulatan penghasilan.

Pasal 2

(1) Dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT ASABRI
(Persero) meliputi Dana Belanja Pensiun dan Biaya Cetak Dapem.

(2) Dalam rangka pengelolaan dana APBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mendelegasikan kewenangan
KPA kepada pejabat eselon |1 terkait di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Pasal 3
(1) PT Asabri (Persero) mengajukan kebutuhan dana APBN setiap tahun
kepada KPA paling lambat akhir bulan Februari.

(2) Berdasarkan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPA mengajukan usulan dana APBN kepada Menteri Keuangan
cq. Direktur Jenderal Anggaran.
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(3) Berdasarkan usulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri Keuangan cg. Direktur Jenderal Anggaran, KPA,
dan PT Asabri (Persero) menghitung kebutuhan dana tersebut.

(4) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari
Direktorat Jenderal Anggaran, KPA, dan PT Asabri (Persero).

(5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Direktorat Jenderal Anggaran mengalokasikan dana APBN dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

(1) Alokasi dana APBN ditetapkan dalam APBN pada tahun berkenaan.

(2) Berdasarkan alokasi dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan pagu alokasi dana
dimaksud kepada KPA.

Pasal 5

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), KPA mengajukan permintaan penyediaan dana APBN
kepada Direktur Jenderal Anggaran, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pengajuan permintaan penyediaan Dana Belanja Pensiun
dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan;

b. Pengajuan permintaan penyediaan Biaya Cetak Dapem dilakukan
setelah pensiun ketigabelas dibayarkan dan dihitung berdasarkan
penilaian atas biaya penyelenggaraan pembayaran pensiun
ketigabelas.

(2) Berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan KPA
melaksanakan penelaahan atas rencana penggunaan alokasi dana
APBN.

(3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk keperluan
dana APBN.

(4) Berdasarkan Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
KPA menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan guna memperoleh pengesahan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

